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ABSTRAK

Rindy Dwi Triana/222016132/2020/Analisis Transaparansi dan Partisipasi
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang
Kapak Tengah Kota Prabumulih

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Analisis Transaparansi dan
Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu Kecamatan
Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih belum maksimal. Tujuannya untuk mengetahui
Transaparansi dan Partisipasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karang Bindu
Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih belum maksimal. Penelitian ini
termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik
satu variabel atau lebih sifatnya independen untuk mendapatkan gambaran tentang
variabel-variabel tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yatiu data primer dan
sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi,
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan BUMDes
Karang Mandiri di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih belum maksimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),Partisipatif dan
Transparansi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kebijakan
dari pemerintah pusat bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa
yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota. Dana
tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan membentuk
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa
ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dari pemerintah pusat untuk
prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

April 2019, Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi
mengatakan hingga Desember 2018, 61% desa telah memiliki BUMDes atau
terbentuk 45.549 unit BUMDes yang tersebar di 74.957 desa yang ada di
Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki
1.022 BUMDes (Detiknews.com, 26 April 2019).

Keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa



No.4/2015 inilah yang kemudian dijadikan pedoman teknis bagi pemerintah
desa dalam mengelola BUMD es. Perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah
daerah juga dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMDes.
Hal ini sebagai upaya untuk mengatur BUMDes sesuai dengan ciri khas daerah
masing-masing. Dari semua yang telah disebutkan mulai dari UU Desa, PP
No.43/2014, Permendesa No.4/2015 dan ketentuan peraturan daerah,
semuanya merupakan pedoman bagi desa untuk membentuk Peraturan Desa
(Perdes) pembentukan BUMDes.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa
harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas
transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan
keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah
memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang
berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang
lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.

Perdes inilah yang kemudian menjadi dasar hukum berdirinya
BUMDes di setiap desa. selain Perdes pembentukan BUMDes, desa juga perlu
mengeluarkan Perdes Penyertaan Modal kepada BUMDes. Kedua perdes
tersebut kemudian dijadikan landasan hukum pendirian BUMDes. BUMDes

merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan.



Sehingga diarahkan untuk tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh
kelompok tertentu.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi
sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial
institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui
penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar, dalam menjalankan
usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-
undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di
masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.
Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya
yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes
diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes tidak dirancang untuk bersaing
dengan usaha yang telah ada di masyarakat sebelumnya, untuk mengelola
BUMDes dengan maksimal maka dari itu dilakukan secara transparansi dan
partisipatif. Pengelolaan secara transparan pengelolaan BUMDes maka kita
akan mendapatkan informasi mengenai aktivitas dari pengelolaan BUMDes.
Pengelolaan transparan dimaksudkan agar kita dapat memperoleh informasi
keterbukaan dan pengungkapan yang jelas mengenai aktivitas dari BUMDes

yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan secara partisipatif untuk BUMDes



maka masyarakat desa akan dapat membuat keputusan secara bersama agar apa
yang akan dilakukan terhadap unit kegiatan dapat memberikan manfaat bagi
kesejahteraan hidup masyarakat desa setempat, jika dapat melaksanakan unit
kegiatan tersebut secara bersama maka masyarakat melakukan evaluasi untuk
kerugian BUMDes yang sudah direncanakan.

Syarat utama mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan
mengajak seluruh unsur masyarakat desa tanpa terkecuali dan tanpa ada unsur
paksaan. BUMDes membutuhkan banyak sumbangsih pikiran dan kontribusi
nyata. Perlu partisipasi yang tinggi dari masyarakat desa untuk mendorong
BUMDes terus berkembang. Hal terpenting dalam setiap upaya pengembangan
ekonomi desa adalah dengan memperkuat kerjasama internal maupun eksternal
desa, hingga terjalin kebersamaan yang kuat dari desa sebagai upaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai
sasaran dari program BUMDes. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu
mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan Pemerintah Desa dalam
mengelola BUMDes. Minimnya pemahaman masyarakat desa tentang
BUMDes seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk
lebih banyak mengadakan sosialisasi mengajak peran serta masyarakat terkait
BUMDes.

Nilai yang terpenting dalam pengelolaan BUMDes adalah partisipasi
masyarakat desa yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa,

secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental



kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam
proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus
dimulai dari bottom up, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif
dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat
dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki
keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan
masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya
mencapai sasaran dari program BUMDes. Adanya partisipasi masyarakat akan
mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah Desa
dalam mengelola BUMDes.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat didirikan oleh pemerintah
desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Potensi yang
dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan
kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. Pendirian
BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh
kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha
tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes

lembaga ekonomi baru yang beroperasi diperdesaan dan memerlukan landasan



yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan
membangun dasar pendirian BUMDes (David, 2018: 92).

BUMDes sesungguhnya telah diamatkan pada UU No.32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Bahkan oleh UU No. 22 Tahun 1999) dan PP
No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kemungkinan untuk mendirikan BUMDes
berasal dari potensi yang dimiliki suatu desa dilihat dari segi letak geografis,
peluang komersial maupun layanan publik yang berhubungan dengan
kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya
kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat
desa tentang pengelolaan BUMDes secara transparasi dan partisipasi
masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain,
pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi
kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat
membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan
lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah,
meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan
yang optimal bagi konsumen.

Potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat masih banyak dan
belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, dengan potensi yang ada dapat
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa, setiap tahunnya akan ada

penambahan unit usaha yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.



Pemerintah desa diharapkan akan mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa
sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi.

Menurut penelitian yang mengenai partisipasi dan transparansi dapat
dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ray (2012) yang
berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Hasil
dari penelitian ini adalah Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan
Desa Jangkrikan dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun
pengawasan yang tergolong sangat baik.

Suci  (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hasil dan
pembahasan adalah Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan
pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan
pertangungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun
dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan
pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

BUMDes Karang Mandiri yang berlokasi di Desa Karang Bindu,
Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Kota Prabumulih
merupakan Kota ketiga terbesar yang berada di Provinsi Sumatera Selatan,
dengan luas daerah 434,50 km?, memiliki penduduk + 161.000 jiwa dengan
luas 435,10 km?. Kota Prabumulih memiliki 6 Kecamatan dan 37 Desa/

Kelurahan.



Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri di Desa Karang Bindu
Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sudah memiliki tiga unit
usaha diantaranya yaitu, unit usaha pariwisata, unit usaha gas elpiji 3kg dan
unit usaha token listrik, yang sudah berjalan sejak September 2016.
Didirikannya Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri tersebut kedepannya
diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun
kesejahteraan masyarakat warga Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang
Kapak Tengah Kota Prabumulih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 1.1

Unit Usaha BUMDes “Karang Mandiri” Desa Karang Bindu Kecamatan
Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih

No Unit Usaha Keterangan
| | Pariwisata Sudah Berjalan
5 | Gas Elpiji 3kg Sudah Berjalan
3 | Token Listrik Sudah Berjalan

Sumber : BUMDes “Karang Mandiri”

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada
BUMDes Karang Mandiri dari sisi keputusan rapat tugas, wewenang dan
fungsi dari pengelolaan BUMDes Karang Mandiri mulai dari Direktur,
Sekertaris, Bendahara, Staf dan Pengawas Pengelolaan BUMDes Karang
Mandiri melakukan rapat terhadap Kepala Desa dan dari keputusan rapat yang
dilakukan bahwa Direktur BUMDes belum melakukan transparansi mengenai

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri, dikarenakan



pengelolaan BUMDes Karang Mandiri dalam bekerja masih kurang efektif
dalam menyusun dan melaporkan arus kas kepada komisaris dan kepada pihak-
pihak pemberi dana APBN dan APBD untuk mengetahui perkembangan aset
dan hasil yang diperoleh oleh pengelolaan BUMDes Karang Mandiri di Desa
Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Peneliti menemukan permasalahan pada saat wawancara terhadap
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri tersebut, kurang
baiknya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam
pengelolaan BUMDes karena masyarakat belum mengetahui sepenuhnya
tentang pengelolaan BUMDes Karang Mandiri.

Jumlah penduduk di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak
Tengah Kota Prabumulih yaitu berjumlah 272 Kepala Keluarga, yang sudah
menjadi anggota BUMDes Karang Mandiri yaitu 68 (25%) Kepala Keluarga.
Anggota BUMDes yang aktif dalam musyawarah desa yaitu hanya 17 (25%)
Kepala Keluarga sedangkan anggota BUMDes yang kurang aktif yaitu 51
(75%) Kepala Keluarga.

Musyawarah Desa tersebut dilakukan agar masyarakat setempat dapat
memberikan saran, keluhan atau usulan tentang pengelolaan BUMDes Karang
Mandiri, karena masyarakat desa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan
mereka. Bahwa partisipasi masyarakat desa masih rendah terhadap pengelolaan
BUMDes Karang Mandiri, dengan kenyataannya masyarakat desa hanya sibuk
dengan kerjaannya berladang, kesawah atau berkebun dan ketika saat

diwawancarai masyarakat desa ini memang benar hanya menyerahkan dan
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percaya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Pimpinan BUMDes
Karang Mandiri. Masyarakat Desa Karang Bindu dianggap juga tidak akan
mengerti atau paham terhadap pengelolaan Badan usaha Milik Desa sehingga
hanya dilakukan oleh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karang Mandiri.

Masyarakat desa juga kurang berpartisipasti terhadap BUMDes yang
ada di Desa Karang Bindu yang memiliki tiga unit usaha diantaranya, unit
usaha pariwisata dimana sebagian masyarakat desa belum sepenuhnya
mengetahui wisata Danau Bujoan di Desa Karang Bindu dikarenakan lokasi
wisata Danau Bujoan yang dikelola oleh BUMDes kurang strategis dan
kurangnya petunjuk arah untuk menuju wisata Danau Bujoan di Desa Karang
Bindu. Unit usaha gas elpiji 3kg (Pangkal), masih rendahnya partisipasi
masyarakat untuk membeli gas elpiji 3kg dikarenakan harga gas elpiji 3kg
hampir sama dengan harga jual yang ada dipasar dan warung sekitar Desa
Karang Bindu.

Unit usaha token listrik, masyarakat desa cukup berpartisipasi untuk
membeli token listrik yang dikelola oleh BUMDes, dikarenakan masih
rendahnya usaha token listrik yang ada di Desa Krang Bindu maka pengelolaan
BUMDes mendirikan unit usaha token listrik di Desa Karang Bindu agar
masyarakat desa tidak sulit untuk membeli token listrik.

Dari fenomena dan latar belakang masalah yang terjadi pada BUMDes
Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu

peneliti tertarik utuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
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Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan BUMDes Karang Mandiri di
Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota

Prabumulih.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah peneliti ini
sebagai berikut :
Bagaimana transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Karang
Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota

Prabumulih ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan
BUMDes Karang Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak

Tengah Kota Prabumulih ?

. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan wawasan dan informsi mengenai petingnya
transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa

Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.



12

2. Bagi Pemerintah Desa
Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih
meningkatkan transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang
Mandiri Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota

Prabumulih.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini sebagai reperensi bagi mahasiswa dan juga bagi
peneliti-peneliti yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan
transparansi dan partisipasi pengelolaan BUMDes Karang Mandiri Desa

Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
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